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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR |4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESENATAN DAERAH

Mooimbang -

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dalam rangks meningkalkan derajat keschatan

3

masyarakat, scrta untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Jepara
yang belum tertampung dalam Jaminan Kesehatan
Masyarakat, maka perlu diselenggarakan .Jaminan
Kesehatan Dacrah;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Jaminan Keschatan Daerah.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daersh - Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinst .Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimanas tclah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan hedua — Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentung Pemerimahan Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Juminan Sosual Nasional (Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tauhun 2004 Nomor 150, Tambuhan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4456);

4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ienlang

Keachatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noemor 5063,



ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
: Peraturan Perundang - undangan
y Republik Indonesia Tahun 2011
Iph@or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5234);

& Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tshun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Pcraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pcomerintah vyang menjadi
Kewenangan Pemecrintah Kabupaten Jepara {Lembaran
Dacrah Kabupaten JeparaTahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

JAMINAN KESEHATAN DAERAH.
HAH |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nalam Persturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.

Dacrah adalah Kabupaten Jepars;
Bupat adalah Bupsati Jepara;

Petmerintah Daecrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Dinas adalah 1hnus Keschatan Kabupaten Jepara;

Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat dengan SKTM
adalah suret yang menerangkan ketidakmampuan secara ekonomi
vang dikeluarkan oleh Petinggi/Lurah dan diketahui olch Cam
sclempat;

Jaminan Kesehatan Dacrah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA
adalah  Jaminan Pelayanan Keschatan bagi musysrakat miskin yang
belum tertampung dalam JAMKESMAS yeng dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Jaminann Kesehatan Masyarakat yang selanjuinya disingkat
JAMKESMAS adalah programm bantuan sosisal untuk pelayanan
kesehatan bagi masyvarakat miskin dan tidak mampu



& Pemberi Pelavanan Keschatan vang sclanjutnya disingkat PPK adalah
unit pelaysnan kesehatan yang melayani keschatun pada pescena
JAMKESDA terdiri dari Puskesmas dan .aringannya, dan Rumah
Sakit Umum termasuk Rumah Sakil Swasia yang welah melakukan
ikatan kerjasama dengan Pemerintah Dacrah;

9, PPK | adalah pusat pelayanan keschatan lingkat pertama yailu
Puxkesmas dan jarnngannya,

10.PPK T adalah Rumah Sakil rujukan tingkat Kabupaten;
11.PPK IIl adalah Rumah Saki rujukan tingkal Provinsi;

12. Rumahah Sakit adalsh yang memberi pelayanan kesehatan  pada
semua bidang dan jenis penyakit;

13 Pusat Keschaitan Masvarakal vang selanjuinya disebut Puskesmas
adalah Unit Pelayanan teknis Dinas Keschatan yang secara fungsional
merupakan pusal pengembangan kesehatan masyarakat, membina
peran scrta ‘masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

14.Pusat keschalan Masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut
Puskesmas Pembante (Pustu) adalah  unit  pelazanan kestrhatan
sederhana, berfungsi mecnunjang dan membantu  melaksanakan
kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah
yang lebih kecil;

15. Pusat Keschalan Masyarakat Keliling yang selanjuinya discbut
Puskesling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan
kendaraan bermotor roda 4 (empa!) atau perahu motor dan peralatan
keschalan, peralatan komunikasy scria sejumlah 1cnaga kesehatan
dari Puskecamas,;

16. Pos Kesehalan Desa yang sclanjutnya disingkat PKD adalah Unit
pelayanan keschatan yang memberikan pelayanan keschatan dasar
bersifat promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat tanpa
mengesampingkan upaya euratil dan rchabilitoif sesuai kompetensi
dil Kewoenaniganinya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud JAMKESDA adalah scbagai sarana penjamin keschatan bagl
maayarakat miskin yang belum teriampung dalam program
JAMKESMAS.

(2 Tujuun JAMKESDA adulan menyclenggarakan pelayanan keschatan
yang dilaksakan oleh PPK kepada masyarakal miskin yang belum
mendapatkan jaminan kesehatan dalam program JAMKESMAS.



BAB 11
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 3

Prinaip penyelenggaruan JAMKESDA adalah:
a Non komersial ymitu bukan mencari keuniungan dan scmata-mata
untuk peningkatan derajat keschatan masyarakat miskin.

b Profesional dan mudah yaitu dilaksakan dengan prosedur yang singkat
dengan pelayanan keschatan yang scsuai standar pelayanan medik.

¢. Tersrtrukiur dan akuntable vaitu Pelayanan keschalan dalam sistemn
rujukan yang dilaksanakan secara teratur dan berjenjang dan dapat
diperianggungjzwabkan.

d Transparan vaitu dikelola dan dikorrdinasikan dengan manajemen
yang terbuka dalam rangka untuk pelayanan keschatan masyarakat
miskin.

BAB iV
SASARAN
Pasal 4

JAMKESDA diperuntukkan bagi massarokat miskin vang belum terjamin
dalam JAMKESMAS.

Pasal 5

{)Kriteria masyarakat yang disebut miakin dan dapat memperoleh
pelayunan JAMKESDA adalah  sebaga berikut:
a lantai rumah masih tanah/iantai kedap ar dengan kualitas
rendaly;,

b. Dinding rumah terbuast dan bambu, papan kayu atau Lembok
yvang berkualitas rendah,

c. Atap rumah terbuat dari sclain genteng alau genteng yang
bericuniitas rendah; dan

d. Tidak mampu bervbat k¢ sarana pelayanan keschatan di FPh |l
atau PPK III.

fIRTYerd sebagdirnana dimaksud pada avat (1), diuwangkan  dalam
ShTM cleh Peungg/ Lursh den diketabul oleh Camat.

Pasal 6

Ketentuan kcpesertaan JAMKESDA adalah scbagai berikut:



Sctiap peserta JAMKESDA wajib diberikan kartu peacrta.

Pengelolaan data, penerbitan dan pendistribusian  kartu pescrta
dilaksanakan oleh satuan kerja vang membidangi keschatan.

Masa berlaku kartu peserta adalah 2 [dua] tahun.

d. Jika masa berlaku kartu pescrta sudah berakhir sedangkan belum

terbit kartu yang baru, maka kartu lama musih berlaku.

Bk terjadi kehilangan kartu, peserta telap depat memperoleh
pelayanan keschatan dengan cara dilakukan pengecekan pada data
base kepesertaan olch petugas. Scanjutnya akan diterbitkan kartu
pengganti.

Setiap peserta JAMKESDA yang membuluhkan pelayanan keschatan
di PPK harus menunjukkan kartu peserta di ternpat pendaftaran.
Dalam hal peserta tidak dapalt menunjukkan kartu, meka petugas
wajib mrngecek pada data base.

Apabila diperlukan rawat ipap, harus dapat menunjukkan kartu
pcserta dalam tempo paling lama 2 x 24 jam hari kerja.

Jika dalam data base tidak ditcmukan atau tidak dapal menunjukkan
dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja, maka dinyatakan scbagai
masyarakat umum dan dilayani bukan sebagai peserta JAMKESDA

Pasal 7

{l)Pembaruan data, penerbitan dan distribusi kartu peseria baru
danjatau kartu pengganti  dilaksanakan sebagaimana dalam
ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6

(2) Apabila dalam pembaruan diketahui peseria sudah lidak sebagsi
masyarakat miskin lagi, maka kartu peserta ditarik kembali.

Pasd 8

Persyaratan untuk pengajuan permohonan kartu JA MRESDA:

b.

L
d.
c.

Futw Copy KK,

Fowo Copy KTP,

SKTM,

Surat Pernyataan Petinggi / Lurah bermeterai Rp.6000,- dan
Foto Copy KTP dari 2 (dua) orang saksi.

BABV
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN(PPK )

Pasal 9

(1)PPK pada pescria JAMKE SDA adalah :



~Puskesling don PKD: dan
5 PPK Il dan PPK Il yang terikat dalam PKS dengan Pemenmiah
Daerah.

{2) Persyaratan bagi PPK vang berkeinginan untuk melakukan ikatan
kerjasama dengan Pemerintah Dacrah adalah:

"F'
F a PPK 1 yaitu Puskesmas bescrin janingannya yaitu Pustu,

n. Menga jukan permohonan kepada Pemerintah Dacrah;
b Profil PPK;
c. Foto copy perizinan dalam pendirian Rumah Saki; dan

d Surat Pernyataan bersedia mengikuti  ketentuan JAMKESDA
dengan materai Rp. 6000,- [enam ribu rupiah).

BAB V]
JENIS PELAYANAN

Pasal 10

Pclayanan Dasar d Puskesmas dan jaringanrya werdiri dari:
2. Rawat Jalan :
1) Pemeriksaan keschatan dan konsultasi kesehatan;
2 Pengobatan umum;
3 Pengobatan ggi termasuk cabut dan tambal;
4 Penanganan gawat darural,
Pelayanan gizi buruk/kurang,
Tindakan medis/operasi kecil,
Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
Pelayanan penunjang,
Pembernian obat; atau
10) Rujukan.

L~ P, Jou 0

b. Rawat Inap:
1) Akomodasi rawet inap di bangsal/ kias II1;
4 Pelayanan penunjang diagnostik; atau
3) Rujukan.

Pasal 11

Pelayanan Tingkat Lanjutan di PPK 1l adalah terdiri dari:
a Rawat Jalan Tingkat Lanjutan :
I Konaultasi medis, pemeriksaan [fisik, jwa dan penvuluhan
hesehatan oloh dokier spersuls/ uinum,
2] Rehabilitasi me dik;
3 Penunjang diagnostik yakni Laboratorium klinik, patolog, radiolug
alau elektromedik;
4 Tindakan medis operatif alsu non operatif;
5 Pemeriksaan dan/atau pengobatan gigi tingkat lanjutan;



Pemberian obat dan alat medis habis pakai sepanjang sesual acuan
_formularium RS;

Pelayanan darah;

Rujukan ke PPK III; atau

Ruukan penunjang diagnosuk apabila diperiukan.

XX 2

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan:

1) Akomodasi rawat inap pada klas III;

2 Konsultasi medis, pemeriksaan fisik, jiwa dan penyuluhan

" kesehatan oleh dokter spesialis/umum,;

3 Rehabilitast moedik;

4 Penunjarg diagnostik antars lain Laboratorium klinik, patalogi,
radiologi atau clektromedi k;

5 Tindakan medis operatif dan non oerauf;

6) Perawatan intensil (ICU, PICU/NICU, HND);

7) Pelayanan KB kontsp pasca persalinan/keguguran, lebin dari 42
jcmpat pulubh dua) hari pasca persalinan;

# Pemberian obal dan alat medis habis pakai sepanjang sesuai acuan
formularium RS;

9 Pelayanan darah;

10) Rujukan ke PPK 11; atau

11jRujukan penunjang diagnostik apabila diperlukan.

Pasal 12

Pelayanan tingkat lanjutan d PPK Ill adalah Rawat jalan dan rawat inap
yang tidak bisa dilayani di PPK )l dan dilayeni di bang:sal kias (1.

Pasal 13

(1)Dalam hal tertentu pelayanan keachatan dalam JAMKESDA
diperiukan pembatasan.
(2) Pembatasan scbagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a Untuk kebutuhan Kaca mata, diberikan hanya pada kasus
gangruan refroksi dengan lensa koreksi + (plus) atau - [minus) 1
{salu) atau lebih, dengan + (plus) U5 (setengah) cyhndris karcna
kelainan cylindris, berdasarkan resep dokter spesialis mats;

b. Untuk kebutuhan Alat bantu gerak hanya diberikan berupa
tongkat penyangga atau korset, berdasarken resep dokter
spesialis bedah atau orthopeds

¢ Hemodialvsa; dan

d. Pemulangan Jenazah.

Pasal 14

Pelayanan keschalan yvang tidek dijpmin dalam JAMKESDA adalah:
a. Pelayanan vang lidak sesusi dengan proscdur dan ketentuan vang
berlakou,
b Pelayanan yang bertujuan untuk kosmetika;
¢. Pelayanan Check up;



Protesis Qg

‘Pengobatan alternatif,

Pelayanan dalam rangka memperoleh keturunan;

Rujukan atas permintaan sendiri (bukan atas indikasi medis); dan
Pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan nconatal

~ NER -8

Pasal 15

(1) Penggunaan obat dalam penyelenggaraan JAMKESDA adalah obat

gencrik.
(2t Apabila obat generik tidak terscdia, muka dapat menggunakan obat

paten scpanjang scsuai dengan formulanum Rumah sakil.

BAB Vi
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 16

Peclayanan di PPK | sebaga berikut:

a Untuk pelayanan rawat jalan, pescrta cukup menunjukkan kartu
peserta, apabila diperlukan pemeriksaan penunjang maka harus
discriakan foto copy kartu peserta rangkap 3 (tiga).

b, Utiluk pelyan.in rawal inap, sciain peserta harus menunjukkan kartu
peserta, harus melengkapi masing-masing rangkap 3 [tiga), sebagai
berikut:

a. Fotocopy KTP untuk pasien dewasa atau foto copy KTP orang tua

untuk pasien anak;
b Foin copy kartu peserta;
c. Foto copy kariu kcluarga, dan
d. Surat rujukan dari Puskesmas sesuai domisili peserta.

Pasal 17

kRetentuan Pelayanan di PPK I adalah scbagai berikul:
a. Untuk Rawat jalan, menunjukkan kartu peseria JAMKESDA serta
dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap | [(satu) meliputi
1} Foto copy kartu peserta;
A Foto copy kartu keluarga;
3 Folo copy KTP begi pasien dewnsa atau fotocopy KTP arang tua bagi
pasien anak-anak; dan
4 Surat rujukan dari Puskesmas sesuai domisili.

b Surat rujukan scbegaimmna dimaksud pada huruf a angka 4] hanva
berlaku 1 {satu) bulan untuk kasus penvakit vang sama, scdangkan
untuk penyakit yang sifatnva kronis berlaku 3 (tiga) bulan



.c_

Untuk Rawat inap. menunjukka kartu pescrta JAMKESDA sera
dilcngkapi persvaratan MAsing- masing rangkap | (satu) meliputi

1) Fow copy kartu peseria;
2) Foto copy karu keluargs;
3

Foto copy KTP bagi pasien dewasa atau folo copy orang iua bagy
pasicn anak;

‘4) Surat Rujukan; dan

5 SuraL pengantar dan Dinas, khusus untuk kasus hemodi alysa.

Dalam hal kasus kegawatdaruratan yang langsung rawal inap,
keclengkapan persyaratan dapat ditunda sementara/ menyusul dan
tanpa menggunakan surat rujikan.

Penundaan scmentara sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling
Lemi 2 x 2% Jarta hart kerja.

Dalam hal kasus kegawatdaruratan tetapi rawat jalan, maka pescria
harus menunjukkan kartu JAMKESDA, Apabila bclum dapat
menunjukkan kartu pescrta maka diwajibkan membayar lebih dahulu.
Jka dapat menunjukkan kartu peserta paling lama 2 x 24 jam har
kerja, muka uang pembayaran schagaimana dimaksud pada huruf d
dikvmbaiikid)] sicara lurtal.

Pasal 18

Ketentuan Pelayanan Kesehatan di PPK [1l adalah sebagai berikut:

H
by

C.
d
¢

Surat rujukan dari PPK I dan Surat pengantar dari Dinas;
Folocapy KTP untuk pasicn dewasa, fotocopy KTP orang tua unt uk
anak;

Fotocopy Kartu Keluargs;
Fotocopy kartu peserta; dan
Surat pernyataan plafion.
BAB Vil
PENDANAAN
Pasal 19

lhava  penyelenggarain JAMRESDA bersumber dari Anggoran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 20

{l1¥iayva pelayanan dan penggunaan danu JAMKESDA di PPR |, sesua

lari{ yang ditemukan dalam Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku.



(2) Biays pelayanan JAMKESDA di PPK Il urtuk:

s Rumash sakit milik pemerintah dserah sesua dengan Lanp yang
diatur dalam Peraturan yang berialou.

b. Rumah sakiit swasta sesuai dengmn tarf vang berlaku dan
tercantum dalam PRS.

(3} Biays pelayanan JAMKESDA d& PPK tll. sesuai dengan tarf yang

{9

_ berlaku dengan plafon paling banyak Rp 5.000.000,- {lina juta rupiah}
pctiap pasicn per tahun anggaran.
Dulam hal peserta tercantum dalam Jaminan Keschatun Provinsi Jaws
Tengah, maka pembiayaannyie sesanl dengan poratursn yang berluku

Pasal 21

Pembatasan biaya pelayanan kesehatan dalam JAMKESDA yaitu :

1}

{2)

(3)

(4

o Pembuatan kswmmata paling banyak Rp 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

b Pembusatan Alat bantu gerak paling banyak Rp 300000, (uga
ratus ribu rupiah};

¢. Hemodialisa, paling banyak Rp 5000.000,- (ima juta rupiah) setiap
pasiert dalam 1 {satu) tahun anggaran: atau

d. Bwya Pemulangan Jenazah hanya untuk pembelian bahan bakar
minyak.

BAB IX
MEKANISME PENCAIRAN DANA
Pasal 22

Paling lambat sctiap tanggal 10 jsepuluh) bulan berikutnya, PPK harus
menvusun rekapitulasi hasil pclayanan keschatan JAMKESDA berikut
Jummluh binyas dan dikirin kepada kepala [hnas.

Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi pembiawian atas rekapitulasi
duri PPK selama 15 {lima belas) hari kerja scjok laporan rekapitulasi
diterima oleh Dinas.

Paling lambat 3 (tiga) han kerja sciak pelaksanaan verifikasi berukhir
schagnimana dimaksud pada avar {21 Tim Verifikasi pembiayaan
melaporkan hasil verifikasi kepada Bupau melalui kepala Dinas
sebagai behan untuk mengajukan klaim kepada suiusn kerja vang
membidangi keuangan dacrah.

Apabila berkas klaim sudah memenuhi syarat, paling lambat 2 (dua)
hari kerja satuan kerja yurng membidangi keuangan daerah harus
mencairkan dans melalui rekening PPK masing- masing.

1d%



Pasal 23

Syarat klaimi pencairan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4) adalah:

a Pergantar permohonan klaim:

b. Rckapitulasi biava pelavanan;

¢, hwntanst wial kism bermeteran cukup yang terdan dan biaya rawat
jalan, rewat inap, hemodialisa maupun kwilans pengumpul yang
ditandaiangani oleh Kepala PPK yang bersangkutan:

d Beria acara verifikasi; dan
e. Foto copy buku 1abungan /rekening gro PPK.

Pesal 24

Pencairan biaya pelavanan bulan Desember, diajukan pada bulan Januari
tahun anggaran berikulnya.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAIN
Pasal 25

(1) Setiap PPK wajib mencatar setiap pelavanan JAMKESDA yang telah
dilaksanakan.

(2} Paling lembat tanggal 10 (sepuluh} bulan berikutnya, PPK harus
melaporkan pelayanan JAMKESDA sebagaimana cimaksud pada avat

{1}kec pada kepala Dinas;

(3) Swiap J (tiga) bulan sckali, Dinas melaporkan rekapitulasi pelayanan
duri muasing-masing PPK kepada Bupati melahn Kewua Tim Koordinasi
JAMKESDA.

BAB XI
PENGORGANISASIAN
Pasal 26
(1) Untuk mengendalikan penyelenggaran JAMKESDA perlu dibentuk

Tim Koordinasi JAMKESDA yvang ditetapkan oleh Bupat.

() Uik mdashsanakan venfikast pengajuan klaun bsaya pelayanan
perda  dibermuk Tim Verifikasi Pembiayasn JAMKESDA vyang
ditctapkan olch Bupat:.

(3) Pengawasan dan pembinaan yang bersifat tehnis dilaksanakan olch
Dinas.

I K |



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal Z7

Puda sast Peraluran ini mulai berlaku:

‘& Peraturan Bupad Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penvelenggeraan Program Jaminen Keschatan Duaerah (JAMRESDA)
(Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 28);

b. Keputusan Bupali Jepara Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan
Pewunjuk Pclaksansan Program Jamning Kesehatan Daerah

(JAMEKESDA), dan

¢ Keputusan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2010 tentang Badan
Pduksang  Program  Jameuna  heschalan Dacrah. (JAMKESDA)
dicabut dan dinyatakan tklak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulsi berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Sctisp orang mengolabuinys memerintahkan pengundangan
Pcraturan ini dengan pencmpatennya dalam Berna Dacrah Kabupaten

Jepara,

Ditewpkan di Jepara
pada ol

BUPATI JEPARA,

AHMAL MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH
RFERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR
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BAB XH
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tabhun 2010 lentang
Pernveleng zaraan Program .Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
(Brita Datrah Kabupaten Jepura Tuhun 2010 Nomor 28}

b. Keputusan Bupatl Jepura Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan
Petunjuk Pelaksanaan Program Jamnina Kesehatan Dacruh
{(JAMKESDA); dan

¢ Keputusan Bupati Jepara Nomor 55 Tashun 2010 tentang Badan
Prlaksana Program .Jamnina Keschatan Dacrah (JAMKESDA),
dicabut dan dinyatakan tdak berlaku

Pasal 28
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  sclap orang mengelahuinys  memerintahkan  pengundangan
Peraturan ini dengan pencmpatannyu dalam Berita Dacrah Kabupalen

Je parz.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 8 Jun 1o

| JEPARA,

AD MARZUQI

Diundangkan i \Jepara
pada tanggal £ Jun 2o

SERKETARIS DAERAK RABUPATEN JEPARA,

OLIH

arrdeAd’ DAERAH KARUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 8o



